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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurutَ Kamusَ BesarَBahasaَ Indonesia,َ narapidanaَ berartiَ orangَ yangَ

sedangَmenjalaniَhukumanَkarenaَmelakukanَtindakَpidana.َDalamَsistemَhukumَ

Indonesia,َnarapidanaَberbedaَdenganَtahanan.َTahananَadalahَorangَyangَmasihَ

dalamَ prosesَ penyidikan,َ penuntutan,َ atauَ persidangan,َ sementaraَ narapidanaَ

sudahَmemilikiَkekuatanَhukumَtetapَatasَputusanَpengadilanَdanَmulaiَmenjalaniَ

hukumanَ pidana,َ sepertiَ pidanaَ penjara,َ pidanaَ kurungan,َ atauَ pidanaَ mati.َ

Narapidanaَadalahَseseorangَyangَtelahَdijatuhiَhukumanَpidanaَolehَpengadilanَ

karenaَterbuktiَmelakukanَtindakَpidanaَ(kejahatanَatauَpelanggaran),َdanَsedangَ

menjalaniَmasaَhukumanَdiَlembagaَpemasyarakatan. 

PenyandangَdisabilitasَmerupakanَbagianَdariَmasyarakatَIndonesiaَyangَ

mempunyaiَkedudukan,َhak,َkewajiban,َsertaَperanَyangَsamaَdenganَmasyarakatَ

Indonesiaَlainnyaَdalamَkehidupanَdanَpenghidupannya.َKesehatanَnarapidanaَdiَ

Rutanَ Kelasَ 1َ Cipinangَ adalahَ aspekَ yangَ sangatَ pentingَ untukَ diperhatikan,َ

mengingatَ tingginyaَ tingkatَ hunianَ danَ potensiَ risikoَ kesehatanَ diَ lingkunganَ

rutan.َ Sebagaiَ tempatَ pembinaan,َ Rutanَ Kelasَ 1َ Cipinangَ harusَ memastikanَ

bahwaَseluruhَnarapidanaَmendapatkanَhakَatasَlayananَkesehatanَyangَmemadai.َ

Halَiniَmeliputiَaksesَkeَfasilitasَmedis,َmakananَbergizi,َdanَprogramَkesehatanَ

fisikَ sertaَ mental.َ Kondisiَ kesehatanَ yangَ baikَ memungkinkanَ narapidanaَ

mengikutiَprogramَpembinaanَdenganَoptimal,َsepertiَpelatihanَketerampilanَdanَ

kegiatanَ keagamaan.َ Selainَ itu,َ menjagaَ kesehatanَ diَ lingkunganَ rutanَ dapatَ
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mencegahَ penyebaranَ penyakitَ menularَ yangَ berpotensiَ menjadiَ wabah,َ

mengingatَtingginyaَinteraksiَantarَpenghuniَdalamَruangَyangَterbatas. 

Manusiaَ padaَ hakikatnyaَ adalahَ makhlukَ yangَ palingَ muliaَ sertaَ

mempunyaiَderajatَmartabatَdanَ hak-hakَ yangَ samaَ padaَ setiapَ individu.َOlehَ

karenaَ ituَ setiapَmanusiaَ dalamَmenjalaniَkehidupanَmempunyaiَ hak-hakَyangَ

samaَdenganَmanusiaَlainَwalaupunَmanusiaَtersebutَberstatusَsebagaiَpelanggarَ

hukumَsekalipun.َSesuaiَdenganَUndangUndangَNomorَ39َTahunَ1999,َTentangَ

Hakَ Asasiَ Manusiaَ (HAM)َ menegaskanَ bahwa:َ Hakَ Asasiَ Manusiaَ adalahَ

seperangkatَ hakَ yangَ melekatَ padaَ hakikatَ danَ keberadaanَ manusiaَ sebagaiَ

makhlukَ Tuhanَ Yangَ Mahaَ Esaَ danَ merupakanَ anugerah-Nyaَ yangَ wajibَ

dihormati,َdijunjungَtinggiَdanَdilindungiَolehَNegaraَhukum,َPemerintahan,َdanَ

setiapَorangَdemiَkehormatanَsertaَperlindunganَharkatَdanَmartabatَmanusia.َHakَ

asasiَ manusiaَ ituَ sendiriَ telahَ diaturَ danَ mengacuَ kepadaَ pedomanَ tentangَ

deklarasaiَHakَAsasiَManusiaَinternationalَdiَbawahَPerserikatanَBangsa-Bangsaَ

(Supriyanto,َ2014). 

Penyandangَdisabilitasَadalahَsetiapَorangَyangَmempunyaiَketerbatasanَ

baikَituَdalamَfisik,َintelektual,َmental,َdanَatauَsensorikَdalamَtempoَatauَwaktuَ

lamaَ danَ mengalamiَ hambatanَ danَ kesulitanَ untukَ berpartisipasiَ secaraَ penuhَ

berdasarkanَdariَkesamaanَhaknyaَ(PutraَdanَSubroto,َ2023).َSelamaَmenjalaniَ

hukuman,َ narapidanaَ denganَ disabilitasَ memilikiَ hak-hakَ yangَ harusَ

dipertimbangkan,َtermasukَhakَterhadapَperawatanَkesehatan,َmengingatَkondisiَ

keterbatasanَ fisik,َ intelektual,َ mental,َ danَ sensorikَ mereka,َ sertaَ rentannyaَ

terhadapَdiskriminasi. 
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Disabilitasَ adalahَ seseorangَ yangَ menghadapiَ suatuَ keterbatasanَ dalamَ

hidupَmerekaَdalamَragaَmentalَdanَintelektualَmaupunَdalamَhalَsensorikَdalamَ

tubuhَ danَ hidupَ merekaَ yangَ dimanaَ memilikiَ kesulitanَ dalamَ melakukanَ

interaksiَ denganَ lingkunganَ sekitarnyaَ Sehinggaَ membuatَ hambatanَ dalamَ

berkomunikasiَ danَ bersosialisasiَ denganَ orang-orangَ disekitarnya.َ Penyandangَ

disabilitasَ adalahَ manusiaَ yangَ tergolongَ dalamَ kelompokَ Rentanَ Adapunَ

kelompokَrentanَadalahَkelompokَmasyarakatَyangَmemilikiَresikoَtinggiَyangَ

dikarenakanَberadaَdalamَsituasiَatauَkondisiَyangَdimanaَmenurutَorangَnormalَ

merekaَlebihَmudahَuntukَterkenaَancamanَdalamَkondisi-kondisiَyangَdianggapَ

orangَ normalَbisaَdiatasiَdanَkelompokَ rentanَ iniَ adalahَkelompokَ yangَharusَ

diperhatikanَdalamَkehidupanَsehari-hari.َYangَtermasukَdalamَkelompokَrentanَ

dalamَmasyarakatَadaَbeberapaَyaituَantaraَlainَperempuan,َanak-anak,َlansia,َdanَ

penyandangَdisabilitasَ(Wirawan,َ2021). 

Kondisiَsaatَiniَparaَpenyandangَdisabilitasَdalamَmendapatkanَperlakuanَ

yangَtidakَselayaknyaَdanَtidakَmendapatkanَperlindunganَyangَlainَlayakَsepertiَ

penyandangَdisabilitasَadalahَsuatuَkelompokَyangَtermasukَkelompokَperintahَ

untukَ dijadikanَ alatَ produksiَ yangَ murahَ semisalَ penyandangَ disabilitasَ

dipekerjakanَsebagaiَburuhَdanَdiberikanَbayaranَyangَsangatَmurah.َPenyandangَ

disabilitasَ jugaَ seringَ danَ sangatَ rentanَ mengalamaiَ tindakanَ yangَ bersifatَ

diskriminatifَ gandaَ yaituَKetikaَ seorangَ penyandangَ disabilitasَAdalahَ seorangَ

perempuan,َanak-anak,َdanَseseorangَyangَmemilikiَusiaَyangَlanjutَatauَsudahَ

tua.َ(Nursyamsi,َArifianti,َAziz,َBilqish,َ&َMarutama,َ2015). 
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Aksesibelَadalahَsuatuَkemudahanَyangَdisediakanَdanَdiberikanَkepadaَ

paraَ orangorangَ yangَ memilikiَ kekuranganَ atauَ cacatَ untukَ mewujudkanَ

kesetaraanَ sertaَ pelayananَ bagiَ kehidupanَ merekaَ danَ penghidupanَ mereka.َ

Aksesibelَsendiriَdiasumsikanَbahwaَsuatuَpenyediaanَatauَpemberianَperlakuanَ

khususَkepadaَparaَpenyandangَdisabilitasَatauَyangَmemilikiَkekuranganَyangَ

tidakَ sepertiَ orangَ normalَ padaَ umumnyaَ untukَ memudahkanَ merekaَ dalamَ

melakukanَkehidupanَsehari-hari.َ(Jefri,َ2016). 

Upayaَ kesehatanَ diَ Rutanَ Kelasَ 1َ Cipinangَ jugaَ mencerminkanَ

penghormatanَ terhadapَ hakَ asasiَ manusiaَ danَ prinsipَ kemanusiaan.َ Denganَ

memberikanَ perhatianَkhususَ padaَkesehatan,َ narapidanaَdapatَmenjalaniَmasaَ

hukumanَ denganَ lebihَ produktifَ danَ mempersiapkanَ diriَ untukَ kembaliَ keَ

masyarakatَ sebagaiَ individuَ yangَ lebihَ sehat,َ mandiri,َ danَ bermanfaat.َ Halَ iniَ

sejalanَ denganَ tujuanَ pemasyarakatan,َ yaituَ rehabilitasiَ danَ reintegrasiَ sosial.َ

Memaَ stikanَ kesehatanَ narapidanaَ tidakَ hanyaَ menjadiَ tanggungَ jawabَ

pemerintahَ danَ lembagaَ pemasyarakatan,َ tetapiَ jugaَ mencerminkanَ prinsipَ

kemanusiaanَ danَ keadilanَ sosial.َ Denganَ kesehatanَ yangَ terjaga,َ narapidanaَ

memilikiَpeluangَ lebihَ besarَuntukَmenjalaniَmasaَ hukumanَ denganَproduktif,َ

sehinggaَmerekaَdapatَmenjadiَ individuَyangَ lebihَbaikَdanَbermanfaatَ setelahَ

bebas. 

Layananَ kesehatanَ adalahَ hakَ dasarَ setiapَ wargaَ negaraَ yangَ wajibَ

dipenuhiَ olehَ negara,َ termasukَ bagiَ merekaَ yangَ sedangَ menjalaniَ prosesَ

hukumanَdiَdalamَrutan.َHakَiniَtidakَterhapusَolehَ statusَ sebagaiَtahananَatauَ

narapidana,َmelainkanَ tetapَmelekatَ sebagaiَbagianَdariَpenghormatanَ terhadapَ
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nilai-nilaiَkemanusiaanَdanَkeadilan.َDalamَkonteksَini,َnegaraَbertanggungَjawabَ

menyediakanَ fasilitasَ kesehatanَ yangَ layakَ diَ rutanَ untukَ memastikanَ

kesejahteraanَfisikَdanَmentalَparaَpenghuni.َRutan,َsebagaiَtempatَpembatasanَ

sementaraَkebebasanَindividu,َseringَkaliَmenghadapiَtantanganَkesehatanَsepertiَ

kepadatanَpenghuni,َrisikoَpenyebaranَpenyakitَmenular,َdanَketerbatasanَfasilitasَ

medis.َOlehَkarenaَitu,َnegaraَwajibَmengatasiَtantanganَiniَdenganَmenyediakanَ

aksesَ yangَ memadaiَ terhadapَ layananَ kesehatan,َ sepertiَ pemeriksaanَ rutin,َ

pengobatan,َmakananَbergizi,َsertaَfasilitasَuntukَmenjagaَkesehatanَmental. 

َ 

Gambar 1. 1 Data Statistik Jumlah Penghuni (Tahanan dan Narapidana) 

Wilayah DKI Jakarta 2025 

Sumberَ:َSDPَPublikَDirektoratَJendralَPemasyarakatan 

 

Menurutَdataَstatistikَjumlahَpenghuniَ(tahananَdanَnarapidana)َwilayahَ

DKIَJakartaَ2025,َupayaَpemeliharaanَkesehatanَbagiَwargaَbinaanَdiَ lembagaَ

pemasyarakatanَ belumَ berjalanَ secaraَoptimal.َHalَ iniَ disebabkanَ olehَkondisiَ

rumahَtahananَdiَJakartaَyangَmengalamiَkelebihanَkapasitasَ(overcrowded).َHalَ

iniَmenyebabkanَtujuanَdariَsistemَpemasyarakatanَtersebutَtidakَdapatَberjalanَ

denganَoptimalَdanَtidakَmenutupَkemungkinanَterjadinyaَpenyebaranَpenyakitَdiَ

lapasَmenjadiَ tinggiَ (Wulandari,َ2020).َUntukَ ituَ pemeriksaanَKesehatanَperluَ
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dilakukanَ padaَ saatَ masukَ penjara,َ selamaَ diَ penjaraَ danَ keluarَ dariَ penjaraَ

(Haholonganَ&َSubroto,َ2021),َPelayananَkesehatanَdiَLapasَmerupakanَbagianَ

integralَkesehatanَmasyarakat,َolehَkarenaَsebagianَbesarَnarapidanaَbaik lَaki-lakiَ

maupunَperempuanَpernahَmenjadiَdanَakanَtetapَmenjadiَbagianَdariَmasyarakatَ

di lَuarَLapas.َOlehَkarenaَituَpelayananَkesehatanَdiَLapas aَkanَberdampakَpositifَ

(PennyَNaluriaَUtami,َ2020). 

KesehatanَnarapidanaَdiَRutanَKelasَ1َCipinangَadalahَaspekَyangَsangatَ

pentingَuntukَdiperhatikan,َmengingatَtingginyaَtingkatَhunianَdanَpotensiَrisikoَ

kesehatanَdiَlingkunganَrutan.َSebagaiَtempatَpembinaan,َRutanَKelasَ1َCipinangَ

harusَ memastikanَ bahwaَ seluruhَ narapidanaَ mendapatkanَ hakَ atasَ layananَ

kesehatanَ yangَ memadai.َ Halَ iniَ meliputiَ aksesَ keَ fasilitasَ medis,َ makananَ

bergizi,َ danَ programَ kesehatanَ fisikَ sertaَmental.َ Kondisiَ kesehatanَ yangَ baikَ

memungkinkanَnarapidanaَmengikutiَprogramَpembinaanَdenganَoptimal,َsepertiَ

pelatihanَketerampilanَdanَkegiatanَkeagamaan.َSelainَitu,َmenjagaَkesehatanَdiَ

lingkunganَ rutanَ dapatَmencegahَ penyebaranَ penyakitَmenularَyangَ berpotensiَ

menjadiَ wabah,َ mengingatَ tingginyaَ interaksiَ antarpenghuniَ dalamَ ruangَ yangَ

terbatas. 

Salahَsatuَhakَyangَwajibَdidapatkanَolehَnarapidanaَadalahَmendapatkanَ

hakَ pelayananَ kesehatanَ yangَ layakَ sesuaiَ denganَ UndangUndangَ

PemasyarakatanَNo.22 tَahunَ2022َPasalَ7َdanَPasalَ9َhuruf (َd)َyaituَsetiap tَahananَ

danَnarapidanaَberhakَmendapatkanَpelayananَkesehatanَdanَmakananَyangَlayakَ

sesuaiَ denganَ kebutuhanَ gizi.َ Selanjutnyaَ hakَ pelayananَ kesehatanَ untukَ

narapidanaَdapatَdiَrinciَlagiَmelaluiَPeraturanَPemerintahَNomorَ32َTahunَ1999َ
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tentangَSyaratَdanَTataَCaraَPemenuhanَHakَWargaَBinaanَPemasyarakatanَPasalَ

1َangkaَ(4)َyangَmenyebutkanَbahwaَpelayananَkesehatanَadalahَupayaَpromotif,َ

preventif,َkuratif,َdanَrehabilitatifَdiَbidangَkesehatanَbagiَNarapidanaَdanَAnakَ

Didikَ Pemasyarakatanَ diَ Lembagaَ Pemasyarakatan.َ Olehَ karenaَ ituَ Lembagaَ

Pemasyarakatanَ diwajibkanَ memberikanَ pelayananَ kesehatanَ bagiَ semuaَ

narapidanaَ termasukَ narapidanaَ penyandangَ disabilitasَ dimanaَ golonganَ

narapidanaَtersebutَtermasukَdalamَgolonganَkelompokَrentan.َKelompokَrentanَ

yangَdimaksudَtelahَdijelaskanَpadaَUndang-UndangَNo.َ39َtahunَ1999َpasalَ5َ

angkaَ(3)َtentangَHakَAsasiَManusiaَyangَmenyatakanَbahwaَsetiapَorangَyangَ

termasukَ kelompokَmasyarakatَ yangَ rentanَ berhakَmemperolehَ perlakuanَ danَ

perlindunganَlebihَberkenaanَdenganَkekhususannya. 

Narapidanaَ penyandangَ disabilitasَ iniَ memilikiَ peran,َ hak,َ kewajiban,َ

sertaَkedudukanَyangَsamaَdenganَwargaَnegaraَumumَlainnyaَhalَiniَditujukanَ

agarَ terwujudnyaَ keadilanَ danَ kemakmuranَ bersumberَ dariَ Dasarَ Negaraَ

Pancasilaَ danَ Undang-Undangَ Dasarَ 1945.َ Untukَ ituَ tertuangَ padaَ pasalَ 9َ

Undang-UndangَNomorَ8َTahunَ2016َdimanaَbahwasanyaَpenyandangَdisabilitasَ

atauَorangَdenganَberkebutuhanَkhususَmemilikiَhakَuntukَdianggapَsejajarَdanَ

setaraَdiَhadapanَhukumَdan jَugaَdianggap aَtauَdiakuiَsebagaiَsubjekَhukum.َOlehَ

karenaَ itu,َ penyandangَ disabilitasَ yangَ melakukanَ kesalahanَ hukumَ dapatَ

diberikanَhukumanَbaikَhukumَperdataَmaupunَjugaَhukumَpidana. 

Hakَatasَpelayananَkesehatanَadalahَbagianَdariَhakَasasiَmanusiaَyangَ

dijaminَolehَkonstitusiَdanَberbagaiَperaturanَperundanganَdiَIndonesia,َtermasukَ

bagiَnarapidana.َSebagaiَwargaَbinaan,َnarapidanaَtetapَmemilikiَhak-hakَdasar,َ
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termasukَkesehatan,َyangَharusَdihormati,َdilindungi,َdanَdipenuhiَolehَnegara.َ

Pasalَ 28HَAyatَ (1)َ UUDَ 1945َ menyatakanَ bahwaَ setiapَ orangَ berhakَ hidupَ

sejahteraَ lahirَdanَbatin,َ bertempatَ tinggal,َdanَmendapatkanَ lingkunganَhidupَ

yangَ baikَ sertaَ pelayananَ kesehatan.َ Hakَ iniَ berlakuَ universal,َ termasukَ bagiَ

narapidana.َUndang-undangَNomorَ22 Tَahunَ2022 tَentangَPemasyarakatanَDalamَ

Pasalَ 7َ danَ 9َ Hurufَ (d),َ disebutkanَ bahwaَ narapidanaَ berhakَ memperolehَ

pelayananَkesehatanَdanَmakananَyangَlayakَsesuaiَdenganَkebutuhanَgizi.َPasalَ

iniَ menegaskanَ kewajibanَ lembagaَ pemasyarakatanَ atauَ rumahَ tahananَ untukَ

memastikanَlayananَkesehatanَmemadaiَbagiَseluruhَnarapidana. 

Adapunَ padaَ peraturanَ Kementerianَ Hukumَ danَ Hakَ Asasiَ Manusiaَ

Republikَ Indonesiaَ yangَ dituangkanَ dalamَ Keputusanَ direkturَ jendralَ

pemasyarakatanَ kementrianَ hukumَ danَ hakَ asasiَ manusiaَ Republikَ Indonesiaَ

denganَ Nomorَ PAS-36.OT.02.02َ TAHUNَ 2020َ tentangَ standarَ pelayananَ

pemasyarakatanَmenyatakanَbahwaَlayananَperawatanَpenyandangَdisabilitasَdiَ

Lapas,َRutan,َLPKA,َ danَLPASَ ditetapkanَmenjadiَ14َKomponen.َDidalamَ14َ

komponenَ iniَ adaَ uraianَ yangَ mengaturَ tentangَ prosedurَ pelayananَ Kesehatanَ

terhadapَnarapidanaََberkebutuhanَkhususَ(disabilitas). 

Narapidanaَ disabilitasَ merupakanَ kelompokَ yangَ rentanَ dalamَ sistemَ

pemasyarakatan,َ diَ manaَ merekaَ seringَ kaliَ mengalamiَ diskriminasiَ danَ

pengabaianَ hakhakَ dasarَ mereka.َ Pemerintahَ Indonesia,َ melaluiَ Peraturanَ

PemerintahَNomorَ31َTahunَ1999َtentangَPembinaanَdanَHak-HakَNarapidana,َ

telahَmenetapkanَkerangkaَhukumَyangَseharusnyaَmenjaminَperlindunganَdanَ

pemenuhanَ hak-hakَ narapidana,َ termasukَ merekaَ yangَ memilikiَ disabilitas.َ
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Peraturanَiniَmenekankanَpentingnyaَperlakuanَyangَmanusiawiَdanَpembinaanَ

yangَ efektifَ bagiَ narapidana,َ tanpaَ diskriminasiَ berdasarkanَ kondisiَ fisikَ atauَ

mentalَ((31/1999),َINDONESIA,َ&َMenimbang,َ2020).َ 

Namunَ demikian,َ dalamَ kenyataannya,َ pelaksanaanَ peraturanَ iniَ seringَ

kaliَtidakَsesuaiَdenganَapaَyangَdiharapkan.َBanyakَnarapidanaَdisabilitasَyangَ

tidakَ mendapatkanَ aksesَ yangَ layakَ terhadapَ fasilitasَ yangَ diperlukan,َ sepertiَ

aksesibilitasَ fisikَ diَ dalamَ lembagaَ pemasyarakatan,َ layananَ kesehatanَ yangَ

sesuai,َ sertaَ programَ rehabilitasiَ yangَ dirancangَ khususَ untukَ memenuhiَ

kebutuhanَ mereka.َ Selainَ itu,َ seringَ kaliَ ditemukanَ bahwaَ petugasَ

pemasyarakatanَkurangَmemilikiَpemahamanَyangَmendalamَtentangَkebutuhanَ

khususَ narapidanaَ disabilitas,َ yangَ berakibatَ padaَ perlakuanَ yangَ tidakَ sesuaiَ

denganَstandarَhakَasasiَmanusia. 

Kondisiَiniَmenunjukkanَadanyaَkesenjanganَantaraَperaturanَyangَtelahَ

ditetapkanَ denganَ praktikَ diَ lapangan,َ yangَ berpotensiَ mengabaikanَ hak-hakَ

narapidanaَ disabilitas.َ Halَ iniَ diperburukَ denganَ minimnyaَ pengawasanَ danَ

evaluasiَ terhadapَ pelaksanaanَ peraturanَ ini,َ sehinggaَ berbagaiَ pelanggaranَ

terhadapَhak-hakَnarapidanaَdisabilitasَseringَkaliَtidakَterdeteksiَatauَdiabaikan.َ

Keberadaanَ masalahَ iniَ tidakَ hanyaَ berdampakَ padaَ kesejahteraanَ narapidanaَ

disabilitas,َ tetapiَ jugaَ mencerminkanَ tantanganَ yangَ lebihَ luasَ dalamَ upayaَ

Indonesiaَ untukَ memenuhiَ komitmenَ internasionalnyaَ terkaitَ denganَ

perlindunganَ hak-hakَ disabilitas,َ sebagaimanaَ diaturَ dalamَ KonvensiَHak-Hakَ

Penyandangَ Disabilitasَ yangَ telahَ diratifikasiَ olehَ pemerintahَ (HAKَ
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NARAPIDANAَ DALAMَ PERSPEKTIFَ HAKَASASIَ MANUSIAَ (STUDIَ DIَ

RUTANَSALATIGA),َ2017). 

Berikutَ adalahَ dataَ mengenaiَ jumlahَ tahanan,َ narapidana,َ danَ anakَ

berkebutuhanَ khususَ (disabilitas)َ yangَ beradaَ diَ lembagaَ pemasyarakatanَ danَ

rumah tَahananَdi Iَndonesia.َData iَniَmencerminkanَkondisiَfaktual tَerkaitَpopulasiَ

mereka,َ termasukَ kategoriَ disabilitasَ yangَ dimilikiَ sertaَ distribusiَ merekaَ diَ

berbagaiَwilayah.َTabelَberikutَmenyajikanَinformasiَlebihَrinciَmengenaiَjumlahَ

danَkarakteristikَnarapidanaَberkebutuhanَkhususَdiَsistemَpemasyarakatan.َ 

Tabel 1. 1 Data Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus 

(Disabilitas) 

No Tahun Jumlahَ Tahanan/َ

Narapidana/َ Anakَ

Berkebutuhanَ

Khususَ

(Disabilitas) 

Jumlahَ Tahanan/َ

Narapidana/َ Anakَ

berkebutuhanَ

khususَ yangَ

mendapatkanَ

layananَKesehatan 

1 2021 11 11 

2 2022 11 11 

3 2023 7 7 

Sumberَ:َLKJiPَRutanَKelasَ1َCipinang 

Upayaَ kesehatanَ diَ Rutanَ Kelasَ 1َ Cipinangَ jugaَ mencerminkanَ

penghormatanَ terhadapَ hakَ asasiَ manusiaَ danَ prinsipَ kemanusiaan.َ Denganَ

memberikanَ perhatianَkhususَ padaَkesehatan,َ narapidanaَdapatَmenjalaniَmasaَ

hukumanَ denganَ lebihَ produktifَ danَ mempersiapkanَ diriَ untukَ kembaliَ keَ

masyarakatَ sebagaiَ individuَ yangَ lebihَ sehat,َ mandiri,َ danَ bermanfaat.َ Halَ iniَ

sejalanَ denganَ tujuanَ pemasyarakatan,َ yaituَ rehabilitasiَ danَ reintegrasiَ sosial.َ
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Memastikanَkesehatanَnarapidana tَidakَhanyaَmenjadiَtanggung jَawabَpemerintahَ

danَlembagaَpemasyarakatan,َtetapiَjugaَmencerminkanَprinsipَkemanusiaanَdanَ

keadilanَsosial.َDenganَkesehatanَyangَterjaga,َnarapidanaَmemilikiَpeluangَlebihَ

besarَuntukَmenjalaniَmasaَ hukumanَ denganَ produktif,َ sehinggaَmerekaَdapatَ

menjadiَindividuَyangَlebihَbaikَdanَbermanfaatَsetelahَbebas. 

Rutanَ Kelasَ 1َ Cipinangَ sebagaiَ salahَ satuَ rumahَ tahananَ terbesarَ diَ

Indonesiaَmemilikiَ tanggungَ jawabَuntukَmenyediakanَ layananَkesehatanَyangَ

memadaiَ bagiَ paraَ narapidana,َ termasukَ penyandangَ disabilitas.َ Beberapaَ

programَ layananَ kesehatanَ yangَ telahَ dilaksanakanَ diَRutanَ Kelasَ 1َCipinangَ

sepertiَ yangَ pertama,َ Pemeriksaanَ Kesehatanَ Rutinَ denganَ tujuanَ Memantauَ

kondisiَkesehatanَnarapidanaَsecaraَberkalaَuntukَmencegahَdanَmendeteksiَdiniَ

penyakit.َ Yangَ pelaksanaannyaَ dilakukanَ olehَ tenagaَ medisَ diَ klinikَ rutan,َ

meliputiَ pemeriksaanَ tekananَ darah,َ beratَ badan,َ sertaَ pengecekanَ kondisiَ

kesehatanَumum. 

Keduaَ Layananَ Konsultasiَ Medisَ denganَ tujuanَ Memberikanَ aksesَ

konsultasiَkesehatanَbagiَnarapidanaَyangَmengalamiَkeluhanَkesehatanَtertentu.َ

Konsultasiَdilakukanَolehَdokterَyangَbertugasَdiَrutanَatauَmelaluiَrujukanَkeَ

rumahَ sakitَmitraَ jikaَ diperlukan.َKetigaَProgramَPengobatanَ danَ Penangananَ

Penyakitَ Menularَ denganَ tujuanَ Mengendalikanَ penyebaranَ penyakitَ menularَ

seperti tَuberkulosis (َTB)َdanَhepatitisَdi lَingkungan rَutan.PelaksanaanَNarapidanaَ

yangَ terdiagnosisَ TBَ mendapatkanَ pengobatanَ sesuaiَ standarَ DOTSَ (Directlyَ

Observedَ Treatmentَ Short-Course),َ sementaraَ penangananَ hepatitisَ dilakukanَ

melaluiَpengobatanَkhususَdanَpengawasanَketat. 
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Keempatَ Penyediaanَ Obatَ danَ Perawatanَ Medisَ denganَ tujuanَ

Memastikanَnarapidana,َtermasukَpenyandangَdisabilitas,َmemilikiَaksesَkeَobat-

obatanَyangَdibutuhkan.َPelaksanaanَKlinikَrutanَmenyediakanَobat-obatanَdasar,َ

sementaraَkebutuhanَobat-obatanَkhususَbiasanyaَdirujukَke rَumahَsakit eَksternal.َ

Kelimaَ Layananَ Kesehatanَ Mentalَ denganَ tujuanَ Mendukungَ kesejahteraanَ

mentalَ narapidanaَ yangَ mengalamiَ tekananَ psikologisَ selamaَ masaَ tahanan.َ

Pelaksanaanَ Konselingَ dilakukanَ olehَ tenagaَ kesehatanَ mental,َ meskipunَ

jumlahnyaَmasihَterbatas.َDalamَbeberapaَkasus,َnarapidanaَdirujukَkeَspesialisَ

kejiwaanَdiَrumahَsakitَmitra.َKeenamَPemeriksaanَKesehatanَbagiَPenyandangَ

DisabilitasَdenganَtujuanَMemenuhiَkebutuhanَkhususَkesehatanَfisikَdanَmentalَ

penyandangَdisabilitas.َPelaksanaanَPemeriksaanَdilakukanَberdasarkanَkeluhanَ

atauَkondisiَfisikَmereka.َNamun,َketersediaanَalatَbantuَmedisَsepertiَkursiَrodaَ

atauَalatَbantuَpendengaranَmasihَterbatas. 

KetujuhَRujukanَkeَRumahَSakitَdenganَtujuanَMemberikanَpenangananَ

lebihَlanjutَbagiَnarapidanaَyangَmembutuhkanَperawatanَintensif.َPelaksanaanَ

Narapidanaَ yangَ membutuhkanَ layananَ medisَ lanjutanَ dirujukَ keَ rumahَ sakitَ

pemerintah,َsepertiَRumahَSakitَPengayoman.َKedelapanَPenyuluhanَKesehatanَ

denganَtujuanَMeningkatkanَkesadaranَnarapidanaَmengenaiَpentingnyaَmenjagaَ

kesehatan,َ termasukَ pencegahanَ penyakitَ menularَ danَ kebersihanَ pribadi.َ

PelaksanaanَPenyuluhanَdilakukanَsecaraَberkalaَolehَpetugasَmedisَrutanَatauَ

tenagaَkesehatanَdariَlembagaَmitra.َKesembilanَPelatihanَPetugasَuntukَLayananَ

Kesehatanَ Inklusifَ denganَ tujuanَ Meningkatkanَ kapasitasَ petugasَ rutanَ dalamَ

menanganiَ kebutuhanَ khususَ narapidana,َ termasukَ penyandangَ disabilitas.َ
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Pelaksanaanَ Beberapaَ pelatihanَ telahَ dilakukanَ bekerjaَ samaَ denganَ lembagaَ

kesehatanَ danَ organisasiَ sosial,َ meskipunَ jumlahnyaَ masihَ terbatas.َMeskipunَ

program-programَ iniَ telahَ berjalan,َ beberapaَ tantanganَ masihَ menghambatَ

pelaksanaannya,َ sepertiَketerbatasanَtenagaَmedis,َminimnyaَ fasilitasَkesehatanَ

yangَ ramahَ disabilitas,َ danَ keterbatasanَ danaَ operasional.َ Namun,َ denganَ

peningkatanَdukunganَdariَpemerintahَdanَkerjaَsamaَdenganَorganisasiَeksternal,َ

programَlayananَkesehatanَdiَRutanَKelasَ1َCipinangَdiharapkanَdapatَsemakinَ

optimal. 

Meskipunَupayaَtelahَdilakukan,َnamunَterdapatَsejumlahَtantanganَdalamَ

menyediakanَfasilitasَdanَlayananَyangَsesuaiَdenganَkebutuhanَkhususَmereka.َ

Keterbatasanَ saranaَ fisik,َ sepertiَ kurangnyaَ ramp,َ toiletَ khusus,َ danَ alatَ bantuَ

mobilitas,َ dapatَ menghambatَ mobilitasَ danَ aktivitasَ sehari-hariَ narapidanaَ

disabilitas.َ Selainَ itu,َ faktorَ sosialَ jugaَ turutَ berperan,َ diَ manaَ narapidanaَ

disabilitasَmungkinَmenghadapiَtantanganَdalamَberinteraksiَdenganَpetugasَdanَ

narapidanaَlainnyaَakibatَkurangnyaَpemahamanَmengenaiَdisabilitas.َKondisiَiniَ

berpotensiَ mempengaruhiَ kesehatanَ mentalَ danَ kesejahteraanَ mereka,َ sertaَ

menghambatَpartisipasiَaktifَdalamَprogramَpembinaan.َHalَiniَdapatَberdampakَ

padaَkeberhasilanَprosesَreintegrasiَsosialَsetelahَmerekaَbebas,َbaikَbagiَindividuَ

maupunَmasyarakatَsecaraَluas. 

Pelayananَdanَketersediaanَaksesَyangَadaَadalahَmanifestasiَdariَjaminanَ

terhadapَpembinaanَdanَkelangsunganَhidupَnarapidanaَdisabilitasَdalamَberbagaiَ

aspekَ kehidupan,َ baikَ diَ dalamَ maupunَ diَ luarَ Lapas.َ Walaupunَ masihَ adaَ

pandanganَ dariَ beberapaَ sudutَ pandangَ danَ stigmaَ yangَ masihَ mengutamakanَ
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belasَkasihan,َyangَbelumَdapatَsecaraَlangsungَmendorongَpelaksanaanَhakَdanَ

peluangَ bagiَ penyandangَ disabilitasَ dalamَ halَ perlindungan,َ penegakan,َ danَ

pemenuhanَ hakَ mereka,َ sertaَ pemberianَ sanksiَ administratifَ danَ pidanaَ yangَ

belumَoptimalَ(Pamungkas,َKurniawanَTri.َM,َ2022). 

Layananَ kesehatanَ adalahَ hakَ dasarَ setiapَ wargaَ negaraَ yangَ wajibَ

dipenuhiَ olehَ negara,َ termasukَ bagiَ merekaَ yangَ sedangَ menjalaniَ prosesَ

hukumanَdiَdalamَrutan.َHakَiniَtidakَterhapusَolehَ statusَ sebagaiَtahananَatauَ

narapidana,َmelainkanَ tetapَmelekatَ sebagaiَbagianَdariَpenghormatanَ terhadapَ

nilai-nilaiَkemanusiaanَdanَkeadilan.َDalamَkonteksَini,َnegaraَbertanggungَjawabَ

menyediakanَ fasilitasَ kesehatanَ yangَ layakَ diَ rutanَ untukَ memastikanَ

kesejahteraanَfisikَdanَmentalَparaَpenghuni.َRutan,َsebagaiَtempatَpembatasanَ

sementaraَkebebasanَindividu,َseringَkaliَmenghadapiَtantanganَkesehatanَsepertiَ

kepadatanَpenghuni,َrisikoَpenyebaranَpenyakitَmenular,َdanَketerbatasanَfasilitasَ

medis.َOlehَkarenaَitu,َnegaraَwajibَmengatasiَtantanganَiniَdenganَmenyediakanَ

aksesَ yangَ memadaiَ terhadapَ layananَ kesehatan,َ sepertiَ pemeriksaanَ rutin,َ

pengobatan,َmakananَbergizi,َsertaَfasilitasَuntukَmenjagaَkesehatanَmental. 

Berdasarkanَ uraianَ latarَ belakangَ yangَ telahَ dijelaskan,َ penulisَ tertarikَ

untukَ menelitiَ lebihَ dalamَ mengenaiَ bagaimanaَ programَ layananَ Kesehatanَ

terhadapَnarapidanaَberkebutuhanَkhususَ(disabilitas)َdiَRutanَKelasَ1َCipinangَ

denganَmengangkatَjudulَpenelitianَ“ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN 

KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA BERKEBUTUHAN KHUSUS 

(DISABILITAS) DI RUTAN KELAS 1 CIPINANG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkanَlatarَbelakangَyangَtelahَdiuraikanَdiَatas,َdapatَdiidentifikasiَ

beberapaَmasalah,َyaitu: 

1. Dalamَkondisiَsaatَiniَparaَpenyandangَdisabilitasَmendapatkanَperlakuanَ

yangَtidakَselayaknyaَ 

2. Mendapatkanَperlindunganَyangَtidakَlayak,َsepertiَpenyandangَdisabilitasَ

merupakanَ suatuَ kelompokَ yangَ termasukَ kelompokَ perintahَ untukَ

dijadikanَ alatَ produksiَ yangَ murahَ semisalَ penyandangَ disabilitasَ

dipekerjakanَsebagaiَburuhَdanَdiberikanَbayaranَyangَsangatَmurahَ 

3. TerdapatَpemahamanَyangَkurangَdariَpetugasَRutanَatauَLapasَmengenaiَ

Programَ layananَ Kesehatanَ terhadapَ narapidanaَ berkebutuhanَ khususَ

(disabilitas)َ 

4. Lingkunganَ yangَ tidakَ memadaiَ danَ saranaَ prasaranaَ yangَ tidakَ

mendukung.َ 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkanَpemaparanَdiatasَmakaَrumusanَmasalahَdalamَhalَiniَyakni: 

1. Bagaimanaَimplementasiَlayananَkesehatanَbagiَnarapidanaَberkebutuhanَ

khususَ(disabilitas)َRutanَKelasَ1َCipinang? 

2. Apaَsajaَ faktorَpendukungَdanَpenghambatَdalamَimplementasiَlayananَ

kesehatanَ narapidanaَberkebutuhanَkhususَ (disabilitas)َdiَRutanَKelasَ1َ

Cipinang? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikanَ danَ menganalisisَ implementasiَ layananَ kesehatanَ

terhadapَ narapidanaَ berkebutuhanَ khususَ (disabilitas)َ diَ Rutanَ Kelasَ 1َ

Cipinang 

2. Menganalisisَ danَ mengidentifikasiَ faktor-faktorَ yangَ terkaitَ denganَ

implentasiَ layananَ kesehatanَ terhadapَ narapidanaَ berkebutuhanَ khususَ

(disabilitas)َdiَRutanَKelasَ1َCipinang 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapunَmanfaatَpenelitianَyangَdiharapkanَdapatَdiperolehَdenganَadanyaَ

penelitianَiniَadalah: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secaraَteoritisَpenelitianَiniَdihaapkanَdapatَmemberikanَinformasiَ

sertaَdapatَmemberikanَwawasanَbagiَparaَpembacaَterkaitَdenganَteori-

teoriَyangَberkaitanَdenganَpengukuranَkinerjaَorganisasi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

- BagiَPenulis 

Denganَ adanyaَ penelitianَ iniَ diharapkanَ dapatَ memberikanَ sertaَ

menambahَilmuَpengetahuanَdanَpemahamanَmengenaiَkinerjaَKinerjaَRutanَ

Kelasَ 1َ Cipinangَ dalamَ Implementasiَ Layananَ Kesehatanَ Terdahapَ

NarapidanaَBerkebutuhanَKhusus. 

- BagiَPembaca 
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Hasilَpenelitianَiniَdiharapkanَdapatَdijadikanَsumberَreferensiَdanَ10َ

informasiَ yangَ bermanfaatَ bagiَ pembacaَ sertaَ dapatَ menambahَ wawasanَ

mengenaiَilmuَpengetahuanَtentangَadministrasiَpublikَkhususnyaَdiَbidangَ

evaluasiَkinerjaَorganisasi. 

- BagiَRutanَKelasَ1َCipinang 

Hasilَpenelitianَkaryaَilmiahَiniَdapatَdijadikanَsumberَreferensiَdanَ

informasiَuntukَmenganalisisَkinerjaَRutanَKelasَ1َCipinang 

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.6.1 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian/Judulَ

Penelitian 

TujuanَPenelitianَ

danَMetodeَ

Penelitian 

HasilَPenelitian 

1 Peneliti: 

HestinَFebbiaَAndriani 

MitroَSubroto 

 

Judul Penelitian: 

Perlakuanَ Terhadapَ

Narapidanaَ Disabilitasَ

DalamَLembaga 

Pemasyarakatan 

 

Jurnalَ Pendidikanَ

Tambusai 

Volumeَ5َNomorَ3 

2021 

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuanَ dalamَ

penelitianَ iniَ

adalahَ untukَ

mendeskripsikanَ

danَmengevaluasiَ

Perlakuanَ

Terhadapَ

Narapidanaَ

DisabilitasَDalamَ

Lembaga 

Pemasyarakatan 

 

Metode 

Penelitian: 

Penelitianَ iniَ

menggunakanَ

metodeَ kualitatifَ

denganَ teknikَ

Hasilَ dariَ

penelitianَ iniَ

adalahَ dalamَ

memberikanَ 

pembinaan,َ

Lembagaَ

Pemasyarakatanَ

tidakَ hanyaَ

berhadapanَ padaَ

pelakuَ kejahatanَ

berfisikَ

sempurnaَ saja.َ

Narapidanaَ

didalamَ

Lembagaَ

Pemasyarakatanَ

jugaَ adaَ yangَ

berkebutuhanَ

khususَ atauَ

disabilitas 
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No Penelitian/Judulَ

Penelitian 

TujuanَPenelitianَ

danَMetodeَ

Penelitian 

HasilَPenelitian 

pengumpulanَ

dataَ danَ yuridisَ

empiris. 

2 Penulis: 

DimasَAdityaَNugraha 

MitroَSubroto 

 

Judul Penelitian: 

Pemenuhanَ Hakَ bagiَ

Narapidanaَ Kelompokَ

Rentanَ Khususَ

Disabilitas 

 

Jurnalَ Intelektualita:َ

Keislaman,َ Sosial,َ danَ

Sains 

Vol.َ12,َ02 

2023 

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuanَ dalamَ

penelitianَ iniَ

untukَ

menganalisisَ

pemenuhanَ hakَ

bagiَ narapidanaَ

kelompokَ rentanَ

khususَdisabilitas 

 

Metode 

Penelitian: 

Penelitianَ iniَ

menggunakanَ

metodeَpenelitianَ

kualitatifَ denganَ

mengambilَ dataَ

dariَ studiَ

literatur. 

Hasilَ dariَ

penelitianَ

menunjukanَ

bahwaَ

penyandangَ

disabilitasَ

memilikiَ hak,َ

kedudukan,َ danَ

peranَ yangَ samaَ

denganَ wargaَ

negaraَ lainnyaَ

sesuaiَ denganَ

Undang-Undangَ

Dasarَ 1945.َ

Pemerintahَ

memilikiَ

kewajibanَ untukَ

memberikanَ

perhatianَ khususَ

kepadaَ merekaَ

dalamَ rangkaَ

mencapaiَ

masyarakatَ yangَ

adilَ danَ

sejahtera. 

3 Penulis: 

SilpiaَJunirasita 

ViviَSylvianaَBiafri 

 

Judul: 

Peranَ Lapasَ Dalamَ

Pemenuhanَ Hakَ Bagiَ

NarapidanaَPenyandangَ

Disabilitasَ(StudiَKasusَ

diَ Lembagaَ

Pemasyarakatanَ Kelasَ

IIBَLubukَPekam) 

 

Tujuan 

Penelitan: 

Tujuanَ penelitianَ

iniَ adalahَ untukَ

mengetahuiَ

evaluasiَ kinerjaَ

Lapasَ Dalamَ

Pemenuhanَ Hakَ

Bagiَ Narapidanaَ

Penyandangَ

Disabilitasَ diَ

Lembagaَ

Pemasyarakatanَ

Kelasَ IIBَ Lubukَ

Pekam 

Hasilَ penelitianَ

menunjukanَ

bahwaَ peranَ

pentingََ

Lembagaََ

Pemasyarakatanََ

(Lapas)َ dalamََ

pemenuhanَ َhak-

hakَ َ narapidanaََ

penyandangَ

disabilitas.ََ

Dalamََperanََini,ََ

Lapasَ memilikiََ

tanggungَ َ jawabََ

untukََ
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No Penelitian/Judulَ

Penelitian 

TujuanَPenelitianَ

danَMetodeَ

Penelitian 

HasilَPenelitian 

INNOVATIVE:َ Journalَ

Ofَ Socialَ Scienceَ

Research 

Volumeَ3َNomorَ5 

2023 

 

Metode 

Penelitan: 

Metodeَ yangَ

digunakanَ dalamَ

penulisanَ iniَ

adalahَ metodeَ

kualitatif 

memastikanََ

aksesibilitasََ

fasilitasَ danَ

pelayananَ yangَ

sesuai,َ

memberikanَ

perawatanَ medisَ

yangَ dibutuhkan,َ

memberikanَ

pelatihan,َ sertaَ

mencegahَ

diskriminasiَ

terhadapَ

narapidanaَ

penyandangَ

disabilitas. 

4 Penulis: 

IqbalَRafi’َ Athallah 

MitroَSubroto 

 

Judul: 

Penyediaanَ Fasilitasَ

Aksesbilitasَ Bagiَ

Penyandangَ Disabilitasَ

diَ Lembagaَ

Pemasyarakatanَ danَ

RumahَTahananَNegaraَ

Indonesia 

 

Innovative:َ Journalَ ofَ

SocialَScienceَResearch 

Volumeَ1َNomorَ2 

2021 

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuanَ penelitianَ

iniَ yaituَ untukَ

mendeskrisikanَ

Penyediaanَ

Fasilitasَ

AksesbilitasَBagiَ

Penyandangَ

Disabilitasَ diَ

Lembagaَ

Pemasyarakatanَ

danَ Rumahَ

Tahananَ Negaraَ

Indonesia 

 

Metode 

Penelitian: 

Penelitianَ iniَ

menggunakanَ

metodeَ kualitatifَ

denganَ

mengambilَ dataَ

yangَ diambilَ

secaraَprimerَdanَ

sekunderَ yangَ

didapatkanَ

Hasilَ penelitianَ

iniَ yaituَ lapasَ

danَ Rutanَ diَ

Indonesiaَ telahَ

melakukanَ

pembaharuanَ

dariَ segiَ fasilitasَ

danَ pelayananَ

untukَ paraَ

penyandangَ

disabilitasَ

dikarenakanَ paraَ

penyandangَ

disabilitasَ tidakَ

bolehَ dilakukanَ

diskriminasiَ danَ

harusَ

mendapatkanَ

pelayananَ danَ

perlakuanَ yangَ

samaَ denganَ

wargaَ negaraَ

yangَnormalَatauَ

nonَdisabilitas 
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No Penelitian/Judulَ

Penelitian 

TujuanَPenelitianَ

danَMetodeَ

Penelitian 

HasilَPenelitian 

langsungَ dariَ

observasiَ

lapangan 

5 Penulis: 

MitroَSubroto 

Fauzaanَ Muktiَ Dickyَ

Marcellino 

 

Judul Penelitian: 

Tinjauanَ Yuridisَ atasَ

Pemenuhanَ Hak-Hakَ

Narapidanaَ Disabilitasَ

diَTinjauَ dariَPeraturanَ

Pemerintahَ 31َ Tahunَ

1999 

 

INNOVATIVE:َ Journalَ

Ofَ Socialَ Scienceَ

Research 

Volumeَ4َNomorَ5 

2024 

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuanَ penelitianَ

iniَ yaituَ untukَ

meninjauَ secaraَ

yuridisَ

pemenuhanَ hak-

hakَ narapidanaَ

disabilitasَ diَ

Indonesia,َ

denganَ fokusَ

padaَ pelaksanaanَ

Peraturanَ

Pemerintahَ

Nomorَ 31َTahunَ

1999. 

 

Metode 

Penelitian: 

Penelitianَ iniَ

menggunakanَ

metodeَ kualitatifَ

denganَ studyَ

literatur 

Hasilَ penelitianَ

iniَ yaituَ

Peraturanَ iniَ

belumَ

sepenuhnyaَ

mengakomodasiَ

kebutuhanَ

khususَ

narapidanaَ

disabilitasَ dalamَ

aspekَ pembinaanَ

danَ pemenuhanَ

hakhakَ dasarَ

mereka. 

6 Penulis: 

AndrieَIrawan 

Yohanesَ Yuniantoَ

Widodo 

 

Judul Penelitian: 

Aksesibilitasَ

NarapidanaَPenyandangَ

Disabilitasَ(StudiَKasusَ

diَ Rutanَ Kelasَ 1َ

Surakarta) 

 

JUSTITIA:َ Indonesianَ

Journalَ ofَ Islamicَ

Jurisprudence,Economicَ

and 

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuanَ penelitianَ

iniَ untukَ

mengetahuiَ

bagaimanaَ

Aksesibilitasَ

Bagiَ Narapidanaَ

Penyandangَ

Disabilitasَ Diَ

Rumahَ Tahananَ

Negaraَ Kelasَ Iَ

Surakartaَ sertaَ

hambatanَ yangَ

dialami. 

 

Hasilَ dariَ

penelitianَ iniَ

menunjukanَ

pemenuhanَ

saranaَ danَ

prasaranaَ

aksesibilitasَ bagiَ

narapidanaَ

penyandangَ

disabilitasَ diَ

dalamَLapasَatauَ

Rutanَ dianggapَ

masihَ kurangَ

memadaiَ atauَ

jumlahnyaَsangatَ

terbatas 
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No Penelitian/Judulَ

Penelitian 

TujuanَPenelitianَ

danَMetodeَ

Penelitian 

HasilَPenelitian 

LegalَTheory 

Volumeَ2َNomorَ3 

2024 

Metode 

Penelitian: 

Penelirianَ iniَ

menggunakanَ

metodeَkualitatif 

7 Penulis: 

MohamadَAshraff 

MitroَSubroto 

 

JudulَPenelitian: 

Implementasiَ pelayananَ

Kesehatanَ Bagiَ

Narapidanaَ Disabilitasَ

diَ Lapasَ Kelasَ IIAَ

Purwokerto 

 

JurnalَHukumَResponsif 

Volumeَ13َNomorَ1 

2022 

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuanَ penelitianَ

iniَ untukَ

mengetahuiَ

implementasiَ

pelayananَ
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No Penelitian/Judulَ

Penelitian 

TujuanَPenelitianَ

danَMetodeَ

Penelitian 

HasilَPenelitian 

Volumeَ22َNomorَ2 

2022 
Metode 

Penelitian: 

Penelitianَ iniَ

menggunakanَ

metodeَkualitatif 

 

Penelitiَ menyajikanَ sepuluhَ penelitianَ terdahuluَ yangَ berkaitanَ denganَ

judulَ penelitian,َ yangَ akanَ ditelitiَ olehَ peneliti.َ Penelitian-penelitianَ tersebutَ

berasalَdariَpencarianَjurnalَmelaluiَgoogleَscholar.َArtikel-artikelَilmiahَtersebutَ

berkaitanَ denganَ programَ layananَ kesehatanَ terhadapَ narapidanaَ berkebutuhanَ

khusus.َPenyajianَpenelitianَterdahulu,َberfungsiَuntukَmenunjukkanَkebaharuan 

penelitianَ yangَ dilakukanَ saatَ iniَ denganَ penelitian-penelitianَ yangَ sudahَ

dilakukan.َPerbedaanَpenelitianَiniَdenganَpenelitian-penelitianَterdahuluَadalah,َ

diَ manaَ penelitianَ iniَ fokusَ padaَ implementasiَ kebijakanَ programَ layananَ

kesehatanَ terhadapَ narapidanaَ berkebutuhanَ khususَ yangَ berubahَ statusَ

zonasinya.َ Penelitianَ iniَ memilikiَ lokusَ padaَ Rutanَ Kelasَ 1َ Cipinangَ yangَ

merupakanَsalahَsatuَrutanَterpadatَyang ada di Jakarta. 

1.6.2 Administrasi Publik 

Administrasiَ diartikanَ sebagaiَ suatuَ prosesَ pengorganisasianَ sumberَ –َ

sumberَ sehinggaَ tugasَ danَ pekerjaanَ dalamَ organisasiَ tingkatَ apapunَ dapatَ

dilaksanakanَdenganَbaikَ(Anggara,َ2016:11).َAdministrasiَmenurutَA.َDunsire,َ

(dalamَ Keban,َ 2014:2)َ diartikanَ sebagaiَ arahan,َ pemerintahan,َ kegiatan,َ

implementasi,َ kegiatanَ pengarahan,َ penciptaanَ prinsipَ -َ prinsipَ implementasiَ

kebijakanَ publik,َ kegiatanَ melakukanَ analisis,َ menyeimbangkanَ danَ
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mempresentasikanَ keputusan,َ pertimbanganَ –َ pertimbanganَ kebijakan,َ sebagaiَ

pekerjaanَindividualَdanَkelompokَdalamَmenghasilkanَbarangَdanَjasaَpublik,َ

danَsebagaiَarenaَbidangَkerjaَakademikَdanَteoritik.َSehinggaَadministrasiَtidakَ

hanyaَdiartikanَsebagaiَkegiatanَketatausahaanَyangَberkaitanَdenganَpengaturanَ

file,َmembuatَlaporanَadministrasi,َdanَlainَsebagainya.َTetapiَadministrasiَjugaَ

merupakanَ kegiatanَ mengelolaَ mengimplementasikan,َ danَ memutuskanَ suatuَ

kebijakan. 

MenurutَChandlerَdanَPlanoَ (1988:َ29َ–َ30)َAdministrasiَPublikَadalahَ

prosesَ dimanaَ sumberdayaَ danَ personelَ publicَ diorganisirَ danَ dikoordinasikanَ

untukَ memformulasikan,َ mengimplementasikan,َ danَ mengelolaَ (manage)َ

keputusanَ –َ keputusanَ dalamَ kebijakanَ publik.َ Selainَ itu,َ administrasiَ publikَ

merupakanَ konsepَ yangَ sangatَ berorientasiَ kepadaَ pemberdayaanَ masyarakat,َ

lebihَmengutamakanَkemandirianَdanَkemampuanَmasyarakatَkarenaَpemerintahَ

memberiَkesempatanَtersebutَkepadaَmasyarakatَ(Keban,َ2014:َ4َ–َ5).َ 

Nicholasَ Henryَ (dalamَ Keban,َ 2014:6)َ jugaَ mengemukakanَ bahwaَ

AdministrasiَPublikَadalahَsuatuَkombinasiَantaraَteoriَdanَpraktekَdenganَtujuanَ

mempromosikanَ pemahamanَ tentangَ peranَ pemerintahَ dalamَ hubungannyaَ

denganَ masyarakatَ yangَ diperintah,َ danَ jugaَmendorongَ agarَ kebijakanَ publikَ

lebihَresponsifَterhadapَkebutuhanَsosial.َ 

Berdasarkanَ dariَ berbagaiَ definisiَ tersebutَ dapatَ diketahuiَ bahwaَ

Administrasiَ Publikَmerupakanَkegiatanَyangَdilakukanَolehَaparatَ pemerintahَ

berupaَ kegiatanَ perumusanَ kebijakan,َ pengelolaanَ sumberَ dayaَ (manusia,َ
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informasi,َ hartaَ benda),َ pengimplementasianَ atauَ pelaksanaanَ kebijakanَ untukَ

keberlangsunganَkepentinganَpublik. 

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik 

AdministrasiَPublikَmerupakanَilmuَpengetahuanَyangَdinamisَdanَtelahَ

mengalamiَ perubahanَ danَ pembaharuanَ dariَ waktuَ keَ waktuَ sesuaiَ denganَ

tantanganَ yangَ dihadapi.َDiَ dalamَ perkembangannyaَAdministrasiَ Publikَ telahَ

mengalamiَenamَperubahanَparadigma.َParadigmaَyangَmunculَmerupakanَsudutَ

pandangَ paraَ ahliَ tentangَ peranananَ danَ tantanganَAdministrasiَ Publikَ dalamَ

menjawabَmasalahَ yangَ muncul.َ ParadigmaَAdministrasiَ Publikَ merujukَ padaَ

perubahanَ caraَ pandangَ danَ pendekatanَ dalamَ ilmuَ administrasiَ publikَ yangَ

berkembangَseiringَwaktu.َPerubahanَiniَdipengaruhiَolehَ faktorَ sosial,َpolitik,َ

ekonomi,َdanَteknologiَyangَterusَberkembang.َSecaraَumum,َterdapatَbeberapaَ

paradigmaَutamaَdalamَadministrasiَpublik,َyaitu 

Paradigmaَpertama,َyaituَpadaَtahunَ1900-1926َdikenalَsebagaiَparadigmaَ

DikotomiَPolitikَdanَAdministrasi.َTokoh-tokohَdalamَparadigmaَiniَadalahَFrankَ

J.Goodnowَ danَ Leonardَ D.White.َ Goodmowَ menyatakanَ politikَ harusَ

memusatkanَperhatiannyaَpadaَkebijakanَatauَekspresiَdariَkehendakَrakyat,َdanَ

administrasiَmemberikanَperhatianَpadaَpelaksanaanَmaupunَ implementasiَ dariَ

kebijakanَ atauَ kehendaktersebut.َ Pendapatَ Goodnowَ iniَ dituangkanَ dalamَ

tulisannyaَ padaَ tahunَ 1900َ yangَ berjudulَ “Politicsَ andَAdministration.”َ Padaَ

paradigmaَ pertamaَ iniَ hanyaَ menekankanَ padaَ aspekَ “locus”َ sajaَ yaitu,َ

governmentَbureaucracy,َnamunَfokusَatauَmetodeَapaَyangَharusَdikembangkanَ

dalamَadministrasiَpublikَkurangَdibahasَsecaraَjelasَdanَdetail 
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Paradigmaَ keduaَ padaَ tahunَ 1927-1937,َ paradigmaَ iniَ disebutَ sebagaiَ

paradigmaَ prinsip-prinsipَ administrasi.َ Willoghby,َ Gullickَ danَ Urwickَ sertaَ

tokoh-tokohَ manajemenَ klasikَ yaituَ Fayolَ danَTaylorَ memperkenalkanَ bahwaَ

prinsip-prinsipَ administrasiَ menjadiَ fokusَ utamaَ administrasiَ publik.َ

Prinsipprinsipَ tersebutَ adalahَ POSDCORBَ (Planning,َ Organizing,َ Staffing,َ

Directing,َ Coordinating,َ Reporting,َ danَ Budgeting).َ Prinsipَ prinsipَ tersebutَ

bersifatَuniversalَdanَdapatَditerapkanَdimanaَ sajaَtanpaَadaَbatasanَruangَdanَ

waktu.َOlehَkarenaَ ituَpadaَ paradigmaَ iniَ lebihَmenekankanَ padaَ fokusَ bukanَ

lokus. 

Paradigmaَketigaَpadaَtahunَ1950-1970.َPadaَparadigmaَiniَadministrasiَ

negaraَdisebut jَugaَsebagai iَlmuَpolitik.َDalamَkonsepَparadigmaَketiga iَniَHerberَ

Simonَmengungkapkanَbahwaَadministrasiَnegaraَbukanَlahَvalueَfreeَatauَbisaَ

diterapkanَdimanaَsaja.َHerbertَsimonَjugaَmengungkapaknَkritikannyaَterhadapَ

prinsipَ administrasiَ yangَ tidakَ konsistenَ danَ menilaiَ bahwaَ prinsip-prinsipَ

tersebutَ tidakَ bersifatَ universal.َ Kemudianَ JohnَGausَ mengatakanَ bahwaَ teoriَ

administrasiَ publikَadalahَ teoriَ politik.َOlehَkarenaَ ituَmunculَ paradigmaَbaruَ

yangَ menganggapَ administrasiَ publikَ sebagaiَ ilmuَ politikَ dimanaَ lokusnyaَ

merupakanَ birokrasiَ pemerintahanَ namunَ fokusnyaَ masihَ tidakَ jelasَ karenaَ

prinsip-prinsipَ administrasiَ publikَ mengandungَ banyakَ kelemahan.َ Masaَ

paradigmaَketigaَiniَadministrasiَpublikَmengalamiَkrisisَidentitas.َHalَtersebutَ

disebabkanَkarenaَilmuَpolitikَdianggapَpalingَmenonjolَdalamَduniaَadministrasiَ

publik 
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Paradigmaَ Keempatَ padaَ tahunَ 1956-1970.َ Paradigmaَ keempatَ

menjelaskanَ admiistrasiَ publikَ sebagaiَ ilmuَ administrasi.َ Paaradigmaَ iniَ

prinsipprinsipَ manajemenَ yangَ pernahَ digunakanَ yaituَ padaَ paradigmaَ keduaَ

kemudianَdikembangkanَsecaraَilmiah.َFokusَdariَparadigmaَiniَadalahَperilakuَ

organisasi,َ analisisَ manajemen,َ penerapanَ teknologiَ modern,َ sepertiَ metodeَ

kualitatif,َanalisisَsistem,َrisetَoperasiَdanَmasihَbanyakَlagi.َDalamَparadigmaَiniَ

terjadiَduaَperkembanganَyaituَpertamaَberorientasiَkepadaَperkembanganَilmuَ

administrasiَmurniَ yangَdidorongَolehَ disiplinَ psikologiَ sosialَdanَkeduaَyangَ

berorientasiَpadaَkebijakanَpublik.َKeduaَperkembanganَtersebutَdianggapَdapatَ

diterapkanَtidakَhanyaَkeَdalamَduniaَbisnisَtetapiَbisaَjugaَkeَdalamَadministrasiَ

publik.َMakaَdariَituَlokusَdalamَparadigmaَiniَmenjadiَtidakَjelas. 

Paradigmaَkelimaَpadaَ tahunَ1970-sekarang.َ paradigmaَ iniَmenjelaskanَ

bahwaَ administrasiَ publikَ sebagaiَ administarasiَ publik.َ Fokusَ danَ lokusَ padaَ

paradigmaَiniَterlihatَjelas.َFokusَadministrasiَpublikَdalamَparadigmaَini,َyaituَ

teoriَorganisasi,َtoeriَmanajemen,َdanَkebijakanَpublik.َLokusَdalamَparadigmaَ

iniَadalahَmasalah-masalahَsertaَkepentingan-kepentinganَpublik. 

Paradigmaَkeenam,َ yaituَgovernance.َ Paradigmaَ governanceَmerupakanَ

suatuَ sistemَ nilai,َ kebijakan,َ danَ kelembagaanَ dimanaَ urusan-urusanَ ekonomi,َ

sosial,َdanَ politikَ dikelolaَmelaluiَ interaksiَ antaraَmasyarakat,َ pemerintah,َdanَ

sektorَ swasta.َ Paradigmaَ governanceَ memprioritaskanَ mekanismeَ danَ prosesَ

dimanaَ paraَ wargaَ masyarakatَ danَ kelompokَ dapatَ mengartikulasikanَ

kepentingannya,َmemediasiَberbagaiَperbedaan-perbedaannya,َsertaَmenjalankanَ

hakَdanَkewajibannya. 
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Dariَ beberpaaَ paradigmaَ tersebut,َ paradigmaَ kelimaَ mempunyaiَ

keterkaitanَ dalamَ penelitianَ ini.َKarenaَ paradigmaَkelimaَmemilikiَ fokusَ yangَ

jelasَyaituَfokusَpadaَteoriَorganisasi,َmanajemenَdanَjugaَkebijakanَpublik.َSalahَ

satuَ dariَ fokusَ tersebutَ yaituَ fokusَ padaَ teoriَ organisasiَ sangatَ berhubunganَ

denganَ penelitianَ ini,َ danَ lokusَ padaَ paradigmaَ kelimaَ jugaَ memilikiَ korelasiَ

denganَ penelitianَ yangَ sayaَ lakukan.َ Lokusَ dariَ penelitianَ yangَ sayaَ lakukanَ

adalahَtentangَstudiَimplementasiَprogramَlayananَKesehatanَterhadapَnarapidanaَ

berkebutuhanَkhusus (َdisabilitas)َdiَRutanَKelasَ1َCipinangَyangَberkaitanَdenganَ

masalahَ kesejahteraanَ sosialَ dalamَ lingkupَ publikَ sepertiَ yangَ terteraَ dalamَ

paradigmaَkelima. 

1.6.4 Kebijakan Publik 

Kebijakanَ merupakanَ tindakanَ pengambilanَ keputusanَ dariَ serangkaianَ

pilihanَyangَdimaksudkanَuntukَmencapaiَsuatuَtujuan.َDalamَkonsepَkebijakanَ

publik,َ seringَ diartikanَ bahwaَ kebijakanَ publikَ merupakanَ tindakanَ yangَ

dilakukanَolehَpemerintahَdanَsejalanَdenganَtujuanَyangَtelahَdirencanakanَolehَ

pemerintahan.َ Dyeَ (1991)َ mengungkapkanَ bahwaَ kebijakanَ publikَ merupakanَ

setiapَ tindakanَ yangَ dilakukanَ danَ tidakَ dilakukanَ olehَ pemerintah.َ Pendapatَ

tersebutَ jugaَ didukungَ olehَ Islamyَ (2007:َ 20)َ yangَ mengungkapkanَ bahwa,َ

kebijakanَ publikَ merupakanَ serangkaianَ tindakanَ yangَ ditetapkanَ danَ

dilaksanakanَ atauَ tidakَ dilaksanakanَ olehَ pemerintahَ denganَ berorientasiَ padaَ

tujuanَ tertentuَ demiَ kepentinganَ seluruhَ masyarakat.َ Sehinggaَ dapatَ diketahuiَ

bahwaَkebijakanَpublikَmerupakanَsuatuَbentukَresponَdariَpemerintahَmengenaiَ

permasalahanَyangَada. 
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Bobrowَ danَ Dryzekَ (1987)َ mengungkapkanَ bahwaَ terdapatَ limaَ

paradigmaَyangَpopularَdalamَmenanganiَpermasalahanَpublikَsebagaiَwujudَdariَ

pelaksanaanَ kebijakanَ publik,َ yaitu:َ (1)َ welfareَ economic,َ menjelaskanَ bahwaَ

dalamَ pemilihanَ suatuَ alternatifَ kebijakanَ perluَ memperhitungkanَ aspekَ

keuntunganَ danَ kerugianَ sebagaimanaَ prinsipَ ekonomi;َ (2)َ Publicَ choiceَ yangَ

berartiَ bahwaَ pemilihanَ alternatifَ kebijakanَ atauَ keputusanَ mengutamakanَ

lembagaَatauَorganisasiَyangَmengatasnamakanَatauَmewakiliَpublikَ(3)َSocialَ

structure,َ menjelaskanَ bahwaَ dalamَ pemilihanَ alternatifَ kebijakanَ harusَ

memperhitungkanَkepentinganَmasyarakatَdariَberbagaiَlapisan;َ(4)َinformationَ

processingَberartiَbahwaَdalamَmemilihَalternatifَkebijakan,َinformasiَdanَdataَ

yangَ dibutuhkanَ perluَ ditelitiَ tingkatَ kualitasnya,َ kemudianَ diprosesَ sertaَ

dianalisisَ secaraَ benarَ agarَ dapatَ memberikanَ kesimpulanَ yangَ tepat;َ sertaَ (5)َ

Filsafatَpolitikَyangَmenjelaskanَbahwaَdalamَpemilihanَalternatifَkebijakanَperluَ

memperhitungkanَnilaiَmoralَyangَberlaku. 

Setiapَ keputusanَ yangَ diambilَ dalamَ kebijakanَ publikَ berdasarkanَ

permasalahَ yangَ menjadiَ keresahanَ olehَ masyarakatَ sertaَ keputusanَ diambilَ

berdasarkanَapaَyangَdibutuhkanَolehَmasyarakatَ(publicَneeds).َFrederickَ(1980)َ

menyatakanَ bahwaَkebijakanَ sebagaiَ serangkaianَ tindakanَ yangَ dilakukanَolehَ

pihakَ yangَ berwenangَ yaituَ seseorang,َ kelompok,َ atauَ organisasiَ pemerintahَ

denganَmenunjukkanَberbagaiَkonsekuensiَterhadapَpelaksanaanَkebijakanَyangَ

diusulkan,َdalamَrangkaَmencapaiَtujuanَyangَtelahَdirencanakan. 

Kebanَ (2014:َ 61)َ menyatakanَ bahwaَ padaَ umumnyaَ kebijakanَ publikَ

memilikiَ beberapaَ jenisَ berdasarkanَ tujuanَ yangَ akanَ dicapai,َ yaitu:َ (1)َ
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Regulatoryَ bertujuanَ untukَ mengaturَ perilakuَ setiapَ orang;َ (2)َ Redistributiveَ

bertujuanَ untukَ mendistribusikanَ kembaliَ kekayaanَ yangَ ada,َ atauَ mengambilَ

kekayaanَdariَyangَkayaَlaluَmemberikannyaَkepadaَyangَmiskin;َ(3)َDistributiveَ

bertujuanَuntukَmelakukanَdistribusiَatauَmemberikanَaksesَyangَsamaَterhadapَ

sumberdayaَ tertentu;َ danَ (4)َ Constituentَ bertujuanَ untukَ melindungiَ negara.َ

Setiapَjenisَdariَkebijakanَpublikَiniَdapatَdipahamiَdariَtujuanَdanَtargetَsuatuَ

programَatauَproyekَsebagaiَwujudَkonkritَatauَterjemahanَdariَsuatuَkebijakan. 

Kebijakanَpublikَharusَdilaksanakanَsecaraَsistematisَdanَterstrukturَagarَ

dapatَmengatasiَpermasalahanَyangَadaَdiَdalamَmasyarakatَsertaَsesuaiَdenganَ

kebutuhanَ publik.َ Dunnَ (2004)َ menjelaskanَ bahwa,َ tahapanَ dalamَ perumusanَ

kebijakanَ publicَ terdiriَ dariَ penetapanَ agendaَ kebijakanَ (agendaَ setting),َ

formulasiَ kebijakanَ (policyَ formulation),َ adopsiَ kebijakanَ (policyَ adoption),َ

implementasiَkebijakanَ(policyَimplementation),َdanَpenilaianَkebijakanَ(policyَ

assessment).َSecaraَterperinciَtahapanَtersebutَdijelaskanَsebagaiَberikut: 

1. Agendaَkebijakan:َdalamَtahapَiniَdilakukanَpenentuanَapaَyangَmenjadiَ

masalahَpublikَyangَperluَdipecahkan. 

2. Formulasiَ kebijakan:َ paraَ analisisَ mengidentifikasikanَ kemungkinanَ

kebijakanَyangَdapatَdigunakanَdalamَmemecahkanَmasalah.َ 

3. Adopsiَkebijakan:َmerupakanَ tahapَ dimanaَ ditentukanَpilihanَkebijakanَ

melaluiَdukunganَparaَ–َadministratorَdanَlegislative 

4. Implementasiَ kebijakan:َ merupakanَ suatuَ tahapَ dimanaَ kebijakanَ yangَ

telahَdiadopsiَtersebutَdilaksanakanَolehَunitَ–َunitَadministratifَtertentuَ

denganَmemobilisasikanَdanaَdanَsumberdayaَyangَada. 
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5. Penilaianَ kebijakan:َ dalamَ tahapَ ini,َ dilakukanَ penilaianَ apakahَ semuaَ

prosesَ implementasiَ telahَ sesuaiَ denganَ apaَ yangَ telahَ ditentukanَ atauَ

tidak. 

Kebijakanَ publikَ dibuatَ untukَ mengatasiَ berbagaiَ masalahَ yangَ adaَ danَ

bertujuanَuntukَmewujudkanَsuatuَpembangunanَmembawaَkeَtatananَhidupَyangَ

lebihَ baik.َ Tjokroamidjojoَ danَ Mustopadidjajaَ (dalamَ Anggara,َ 2016:َ 506)َ

menjelaskanَbahwaَsecaraَuniversalَkebijakanَpublikَberfungsiَmelakukanَanalisisَ

kebijakanَ untukَ mengatasiَ berbagaiَ persoalanَ kemasyarakatanَ yangَ luas,َ

berkesinambungan,َdanَterusَmeningkat.َPersoalanَ–َpersoalanَtersebutَkemudianَ

dikenalَ sebagaiَ persoalanَ pembangunan.َ Analisisَ kebijakanَ publikَ bermaksudَ

mencariَalternatifَ–َalternatifَpemecahanَatasَpersoalanَpembangunan. 

1.6.5 Implementasi Porgram 

Implementasiَ programَ dalamَ administrasiَ publikَ adalahَ prosesَ

penerjemahanَkebijakanَdanَrencanaَmenjadiَtindakanَnyataَdiَlapangan,َdenganَ

tujuanَmencapaiَhasilَdanَdampakَyangَdiinginkanَbagiَmasyarakat. Iَniَmelibatkanَ

serangkaianَkegiatanَyangَkompleks,َtermasukَpembentukanَstrukturَorganisasi,َ

alokasiَsumberَdaya,َperekrutanَdanَpelatihanَstaf,َsertaَpengembanganَprosedurَ

operasionalَ standarَ (SOP).َ Keberhasilanَ implementasiَ programَ publikَ sangatَ

bergantungَ padaَ koordinasiَ yangَ efektifَ antaraَ berbagaiَ instansiَ pemerintah,َ

partisipasiَ aktifَ dariَ pihak-pihakَ terkaitَ (stakeholders),َ danَ pemahamanَ yangَ

mendalamَtentangَkonteksَsosial,َekonomi,َdanَpolitikَdiَmanaَprogramَtersebutَ

dilaksanakanَ(Bardach,َ2015). 
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Modelَ pertamaَ dikemukakanَ olehَ duetَDonaldَVanَMeterَ danَCarlَVanَ

Hornَ(1975:َ462َ–َ474)َadalahَmodelَyangَpalingَklasik.Modelَiniَmengendalikanَ

bahwaَ implementasiَ kebijakanَ berjalanَ secaraَ linierَ dariَ kebijakanَ

publik,implementor,َ danَkinerjaَkebijakanَpublik.َModelَkebijakanَadalahَ yangَ

memperlihatkanَ6َ variabelَ yangَmembentukَhubunganَ antaraَkebijakanَ denganَ

kinerja,َyaitu,َpolicyَstandardَandَobjectives,َpolicyَresources,َkemudianَditambahَ

lagiَ denganَ 4َ faktorَ yangَ berhubunganَ denganَ kinerjaَ kebijakan,َ yaitu,َ

interorganizationalَ communicationَ andَ enforcementَ activities;َ characteristicsَ ofَ

theَ implementationَ agencies;َ economic,َ social,َ andَ politicalَ condition;َ andَ

dispositionَofَimplementors. 

Implementasiَkebijakanَpublikَ(publicَpolicyَimplementation)َmerupakanَ

salahَ satuَ tahapanَdariَ prosesَkebijakanَpublik.َSuatuَ programَkebijakanَharusَ

diimplementasikanَ agarَ mempunyaiَ dampakَ atasَ tujuanَ yangَ diinginkan.َ

Pentingnyaَ implementasiَ kebijakanَ publikَ sebagaimanaَ dijelaskanَ olehَ Josyَ

Adiwisastraَ(dalamَTachjan,َ2006:12)َsebagaiَberikutَ:َ “Implementasiَkebijakanَ

publikَmerupakanَsesuatuَyangَpenting.َKebijakanَpublikَyangَdibuatَhanyaَakanَ

menjadiَ“macanَkertas”َapabilaَtidakََ dilaksanakan.َOlehَkarenaَitu,َimplementasiَ

kebijakanَpublikَperluَdilakukanَdenganَmempertimbangkanَberbagaiَfaktor,َagarَ

kebijakanَ publikَyangَ dimaksudَ benar-benarَ dapatَberfungsiَ sebagaiَ alatَuntukَ

merealisasikanَ suatuَ keputusanَ atauَ kesepakatanَ yangَ telahَ ditetapkanَ

sebelumnya”. 

MalcomGoggin,AnnَBowman,َdan JَamesَLesterَmengembangkan aَpaَyangَ

disebutَ sebagaiَ “communicationَ model”َ untukَ implementasiَ kebijakan,َ yangَ
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disebutnyaَsebagaiَgenerasiَketigaَmodelَimplementasiَkebijakanَ(1990).َGoggin,َ

danَkawan-kawanَbertujuanَmengembangkanَmodelَimplementasiَkebijakanَyangَ

lebihَ ilmiahَ denganَ mengedepankanَ pendekatanَ metodeَ penelitianَ denganَ

menggunakanَVariabel-VariabelَProsesَImplementasiَKebijakanَolehَMazmanianَ

danَ Sabatierَ (independen,َ intervening,َ dependen)َ danَ meletakkanَ faktorَ

komunikasiَsebagaiَpenggerakَdalamَimplementasiَkebijakan. 

GeorgeَEdwardsَIIIَ(1980)َmendefinisikanَimplementasiَprogramَsebagaiَ

tahapَ pembuatanَ kebijakanَ antaraَ pembentukanَ kebijakanَ danَ konsekuensiَ

kebijakanَbagiَmasyarakatَyangَdipengaruhinya.َIaَmengidentifikasiَempatَfaktorَ

pentingَ dalamَ implementasi:َ komunikasi,َ sumberَ daya,َ disposisi,َ danَ strukturَ

birokrasi. 

 

Gambar 1. 2 Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III 

Sumberَ:َEdwardsَIII,َ1980:148 

Teoriَ implementasiَkebijakanَpublikَyangَdikembangkanَolehَGeorgeَC.َ

EdwardsَIIIَdalamَLeoَ(2006:79)َiniَdikenalَdenganَ“َDirectَandَIndirectَImpactَ

onَImplementation”.َTeoriَtersebutَdituangkanَdalamَkaryaَtulisnyaَyangَberjudulَ

“Implementingَ Publicَ Policy”.َ Dalamَ pendekatanَ yangَ diteoremakanَ olehَ
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Edwardsَ III,َ terdapatَ empatَ faktorَ (variableَ bebas)َ yangَ sangatَ menentukanَ

keberhasilanَimplementasiَsuatuَkebijakanَpublik,َyaitu: 

a. Komunikasi 

Komunikasiَdigunakanَbagiَsetiapَpelakuَkebijakanَgunaَmengetahuiَapaَyangَ

akanَdilakukan.َPadaَ sebuahَorganisasi,َkomunikasiَ adalahَkegiatanَ dariَ prosesَ

penyampaianَ informasi,َgagasanَ -َgagasanَyangَberasalَdariَ anggotaَorganisasiَ

sertaَ bersifatَ timbalَ balikَ gunaَ mencapaiَ tujuanَ yangَ telahَ ditetapkan.َ Dalamَ

kesuksesanَ suatuَ komunikasi,َ terdapatَ tigaَ halَ diantaranyaَ caraَ penyaluran,َ

konsistensiَ informasi,َ sertaَ kejelasanَ komunikasi.َ Penyampaianَ komunikasiَ

komunikasiَ denganَ baikَ dapatَ menghasilkanَ implementasiَ yangَ baikَ pula.َ

Beberapaَ halَ yangَmungkinَ seringَ terjadiَ dalamَ komunikasiَ yangَ kurangَ baikَ

dapatَmenyebabkanَsalahَpengertian informasi. 

b. Sumberdaya 

Sumberَ dayaَ dalamَ implementasiَ kebijakanَmencakupَ berbagaiَ aspekَ yangَ

memungkinkanَkebijakanَdapatَditerapkanَsecaraَefektif.َIndikatorَ sumberَdayaَ

iniَmeliputi: 

1. SumberَDayaَManusiaَ(SDM) 

SDMَ (Sumberَ Dayaَ Manusia)َ adalahَ suatuَ halَ yangَ mempengaruhiَ

kaberhasilanَ implementasi.َ Profesionalismeَ SDMَ danَ aktivitasَ yangَ merekaَ

lakukanَ dapatَ memberikanَ kontribusiَ padaَ suksesnyaَ programَ danَ dapatَ

memberikanَ dayaَ saingَ perusahaanَ atasَ produktivitasnya,َ kualitasَ danَ jasaَ

pelayananَ (Robert,َ 2001:1).َ SDMَ (Sumberَ Dayaَ Manusia)َ adalahَ kompetensiَ
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manusiaَ yangَ terdapatَ dalamَ diriَ baikَ berupaَ fisikَ maupunَ nonَ fisikَ sepertiَ

kemampuanَ orangَyangَ terakumulasiَ denganَ baikَ dariَ latarَ belakang,َkeahlian,َ

pengflamanَsertaَhubungan personalnya 

2. SumberَDayaَInformasi 

Informasiَ adalahَ sumberَ dayaَ keduaَ yangَ pentingَ dalamَ implementasiَ

program,َberupaَpesanَpentingَ yangَ terkaitَdenganَ halَ yangَ dibahas.َ Informasiَ

yangَ akanَ disampaikanَ kemudianَ diterimaَ haruslahَ jelasَ sehinggaَ akanَ

mempermudahَsertaَmemperlancarَimplementasi program. 

3. StrukturَBirokrasi 

Strukturَbirokrasiَ berhubunganَpadaَkesesuaianَ organisasi,َ perusahaan,َ atauَ

instansiَbirokrasiَyangَmenjadiَpenyelenggaraanَ implementasiَkebijakanَpublik.َ

Strukturَbirokrasiَmenginformasikanَsusunanَsertaَtugasَparaَpelaksanaَkebijakan,َ

laluَ menyelesaikannyaَ dalamَ rincianَ tugasَ sertaَ menetapkanَ prosedurَ standarَ

operasi.َ 

Variabelَteoriَ implementasiَmenurutَEdwardَ IIIَdanَEmerson,َGrindle,َ sertaَ

Mizeَtersebutَdapatَdigunakanَsebagaiَbahanَdanَpedomanَpenulisَdalamَprosesَ

pencarian,َ dataَ perusahaanَ dalamَ mendeskripsikanَ penerapanَ programَ layananَ

kesehatanَ bagiَ narapidanaَ berkebutuhanَ khususَ (disabilitas)َ diَ Rutanَ Kelasَ 1َ

Cipinang 

4. Sikapَ(Disposisi) 
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Sikapَ danَ pemahamanَ merekaَ terhadapَ kebijakanَ sangatَ menentukanَ

keberhasilanَpelaksanaanَdiَlapangan.َKebijakanَyangَbaikَ sekalipunَtidakَakanَ

berjalanَ efektifَ jikaَ paraَ pelaksanaَ tidakَ memilikiَ komitmenَ atauَ tidakَ setujuَ

denganَkebijakanَyangَditerapkan. 

Keempatَ faktorَ iniَ salingَ berhubunganَ danَ menentukanَ efektivitasَ

implementasiَkebijakan.َ Jikaَ salahَ satuَ faktorَ tidakَberjalanَdenganَ baik,َmakaَ

kebijakanَbisaَmengalamiَkegagalanَatauَtidakَmencapaiَhasilَyangَdiharapkan. 

Keberhasilanَ implementasiَ programَ dalamَ administrasiَ publikَ tidakَ hanyaَ

diukurَ dariَ pencapaianَ targetَ kuantitatif,َ tetapiَ jugaَ dariَ dampaknyaَ terhadapَ

kualitasَ hidupَ masyarakat.َ Olehَ karenaَ itu,َ pentingَ untukَ mempertimbangkanَ

aspek-aspekَ sepertiَ keadilan,َ kesetaraan,َ danَ keberlanjutanَ dalamَ prosesَ

implementasi.َSelainَitu,َpengembanganَkapasitasَsumberَdayaَmanusia,َtermasukَ

peningkatanَketerampilanَmanajerial,َteknis,َdanَkomunikasi,َsangatَpentingَuntukَ

memastikanَbahwaَprogramَdilaksanakanَolehَstafَyangَkompetenَdanَprofesional.َ

Denganَ pendekatanَ yangَ holistikَ danَ berorientasiَ padaَ hasil,َ implementasiَ

programَ dapatَ berkontribusiَ secaraَ signifikanَ terhadapَ peningkatanَ pelayananَ

publikَdanَkesejahteraanَmasyarakat.َ(Grindle,َ1980). 

Secaraَkeseluruhan,َpandanganَparaَahliَiniَmenunjukkanَbahwaَimplementasiَ

programَ adalahَ prosesَ yangَ kompleksَ danَ multidimensional.َ Keberhasilanَ

implementasiَmemerlukanَ pemahamanَyangَmendalamَ tentangَkonteks,َ strategiَ

yangَjelas,َsertaَketerlibatanَaktifَdariَsemuaَpemangkuَkepentingan. 
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